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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk memenuhi kebutuhan tata kelola
pemerintahan yang baik khususnya dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik negara  bidang
ketenagakerjaan serta penyesuaian dengan
perkembangan dan kebutuhan di lapangan, perlu
dilakukan  penggantian atas Peraturan  Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara
Bidang Ketenagakerjaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang

Ketenagakerjaan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015

11.

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan  Rancangan  Peraturan  Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
750);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN
BARANG MILIK NEGARA BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik

negara bidang ketenagakerjaan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a. mekanisme revisi anggaran;

b. pejabat perbendaharaan negara;

c. pendelegasian dan tata cara pengusulan pejabat
perbendaharaan negara;

d. penatausahaan bendahara;

e. perjalanan dinas;

f.  penyelesaian tagihan negara;
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g. pengujian surat permintaan pembayaran dan penerbitan
surat perintah membayar serta Pembayaran Tagihan
yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

h. pengelolaan barang milik negara; dan

i.  pelaporan keuangan.

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan
sebagai acuan bagi pengelola keuangan dan barang milik
negara yang mengelola dana pusat, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan.

Pasal 3

(1) Pedoman pengelolaan keuangan negara dan barang milik
negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Format formulir dan bagan pedoman pengelolaan
keuangan negara dan barang milik negara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1600), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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